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ABSTRAK 

Dian Utami. Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa 

Karueng Kabupaten Enrekang. (Dibimbing oleh H. Mahsyar dan Muhammad Majdy 

Amiruddin). 

 Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Analisis Al-Qardh Terhadap 

Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang dengan berfokus 

pada dua masalah; 1) Praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten 

Enrekang. 2) Analisis al-qardh terhadap praktik peminjaman uang di Desa Karueng 

Kabupaten Enrekang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), 

yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berasal 

dari permasalahan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum yang 

berlaku. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunkana yaitu teknik observasi 

dan wawancara. 

Hasil penelitian ini: 1) Praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Karueng merupakan suatu kegiatan bermuamalah. Dalam proses 

peminjaman uang ini terdapat syarat penambahan dan batasan waktu pelunasan 

pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. 2) Jika dilihat dari segi rukun qardh 

pada transaksi peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng telah 

sesuai ketentuannya. Namun dalam syarat kedua dalam qardh tidaklah sesuai karena, 

pihak pemberi pinjaman memberikan syarat adanya tambahan pengembalian 

pinjaman.  

 

Kata Kunci:  Peminjaman (Kredit),  Al-Qardh, Riba 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi 

a. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke  dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 
bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet ((dengan titik 
di bawah) 

   ain  ع
koma terbalik ke 

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah   Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(   ). 

b. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf,transliterasinyaberupagabunganhuruf,yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي ۔َ

 fathah dan wau Au a dan u و ۔َ

Contoh: 

       : kaifa 

 ḥaula :   و   

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya 

berupaharkatdanhuruf,transliterasinyaberupahuruf dan tanda,yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf 

dan Tanda 
Nama 

 ى۔َ / ا۔َ

fathah dan alif 
atau 

ya 

Ā 
a dan garis di 

atas 

ِِ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي ـ

 dammah dan wau Ū ـُىِ 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 māta : مَاتَِ

 ramā : ر   
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       : qīla 

 yamūtu :     و   

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

2) ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta  marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh: 

رَوِْ                 : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

 al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah :     ا  ا   ا            اَِ

                  : al-hikmah 

e. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah  atau  tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ِّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 Rabbanā :        ا

 Najjainā :          ا

          : al-haqq 

          : al-hajj 

        : nuʻʻima 

ََِع  َُِ و  َِ َّ  : ʻaduwwun 
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Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

َِّي۔۔ِِ )    ) maka ialitransliterasi seperti huruf maddah (i). 

 Contoh: 

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) : ع     ي  

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : ع   ي  

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi .(alif lam ma‟arifah)لا

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    ش   س 
 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :     زَِ  زِ  اَِ

 al-falsafah :            ا

 al-bilādu :        ا

g. Hamzah 

 turan transliterasi huruf hamzah menjadi  apostrof      hanya  erlaku  agi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.Contoh: 

 ta‟murūna : نَِ     ر و 

 ‟al-nau : وْءُِ     

ش ي   syai‟un : ءِ 

 Umirtu :   ر   ٲ
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h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dar Qur‟an), Sunnah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafẓ  al-Jalalah ( ه     )  

Kata “ llah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau  

berkedudukan  sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.Contoh: 

 billah   ا   ه   Dīnullah     ن     ه 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 Hum fī rahmatillāh    ه ه م   ير        

j. Huruf Kapital 

Walau sistem  tulisan  Arab  tidak  mengenal  huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
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nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-).Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi„a linnāsi lalladhī  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‟an Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

2. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta„āla 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

ASN = Aparat Sipil Negara 

BAZNAS = Badan Amil Zakat Nasional 

Dll = Dan lain-lain 

Dr = Doktor 

Dra = Doktoranda 

NMID = National Merchant ID 

PT = Perseroan Terbatas 

QS …/…: 4 = QS Ali Imran/3:159 atau QS 

An-Nisa/ …, ayat  
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SDM = Sumber Daya Manusia 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 ص    = ص

   ان   ون = دو

 و    ع  ه ص ىالله = صهعى

 ط    = ط

   ون اشر =  ن

 إ ىآ ره/إ ىآ رها =    

 جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.  : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam  ahasa Indonesia kata “editor”  erlaku  aik untuk satu atau le ih editor, 

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. :“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan”   singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring.  lternatifnya, digunakan singkatan dkk.  “dan kawan-

kawan”  yang ditulis dengan huruf  iasa/tegak. 

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya 

digunakan kata juz. 

No.  : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah, dansebagainya
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu, 

saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam hal memenuhi kebutuhan. Di 

dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lain. 

Walaupun dia memiliki kedudukan tinggi ataupun kekayaan yang melimpah di 

lingkungannya, dia tetaplah membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang 

saling berdampingan, manusia dituntut untuk saling tolong menolong baik dalam hal 

apapun, baik berupa pertolongan materil ataupun non materil.  

 Manusia harus saling tolong menolong dalam membantu manusia lain yang 

membutuhkan pertolongan. Allah juga memerintahkan manusia untuk tidak 

malakukan perbuatan dosa jika melanggar, mereka akan mendapatkan ancaman 

siksaan yang dijanjikan Allah Swt. Kejelasan Allah itu sudah jelas adanya dalam 

firmannya. Sehingga manusia harus mempertimbangkan apa yang seharusnya 

menjadi anjuran Allah untuk saling membantu antar sesama.  

Muamalah dalam Islam merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia sehari-hari yang berkaitan dengan interaksi sosial.
1
  Dalam 

pandangan Rachmat Syafe'i, muamalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang 

atau benda yang bermanfaat dengan mengikuti cara-cara yang telah ditentukan. 

Dalam konteks ini, muamalah mengharuskan kita untuk mematuhi peraturan Allah 

                                                             
1 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2 
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yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam perencanaan, 

operasional, dan perkembangan pusat perbelanjaan.
2
 

Agama Islam memiliki peran dalam mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, termasuk urusan terkait utang piutang atau pinjam meminjam. Praktik 

pinjam meminjam bukanlah hal yang asing bagi semua orang, karena seringkali kita 

menghadapi situasi tersebut. Pinjam meminjam dianggap sebagai salah satu solusi 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia seringkali mengalami keadaan 

darurat yang mendorong mereka untuk berutang. Semakin mendesaknya kebutuhan, 

semakin besar pahala bagi orang yang memberikan pinjaman secara ikhlas karena 

Allah.
3
 

Peminjaman berdasarkan pandangan Islam adalah salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hal ini melibatkan sikap lembut terhadap 

sesama manusia, mencintai mereka, dan memberikan dukungan dan bantuan dalam 

situasi sulit yang mereka hadapi.Sebab memberikan bantuan merupakan perbuatan 

ma‟ruf yang dapat mengatasi kesulitan orang lain.
4
 Dalam kehidupan sehari-hari, 

seringkali kita membutuhkan pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan kita. 

Islam telah menetapkan aturan-aturan terkait masalah ini agar seluruh umat Islam 

tidak saling merugikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang peduli 

terhadap nasib sesama yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. 

Beberapa aturan ini melarang memberi pinjaman dengan tujuan memperoleh 

manfaat atau keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini bertujuan 

                                                             
2
 Rachmad Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 15 

3 Fasiha, Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Al-Amwal : Journal of Islamic 

Economic Law, Vol. 3.No. 1 (2018), h. 23-33  
4
 Farroh Akhmad Hasan, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan 

Praktek), Cet. 1 (UIN- Maliki Press, 2018), h. 61 
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untuk mendorong sikap saling tolong-menolong dan solidaritas di antara sesama umat 

Muslim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, diharapkan terwujud sebuah tatanan 

masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi sesama yang tengah 

mengalami kesulitan. 

Dalam kehidupan bersosial, mayoritas manusia cenderung terlibat dalam 

praktik peminjaman. Kondisi ini adalah bagian dari ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Allah Swt. Beberapa orang memiliki kekayaan berlimpah, sementara yang lain 

tidak memiliki harta sama sekali dan tidak mampu memenuhi kebutuhan harian 

mereka. Akibatnya, mereka terpaksa mengambil pinjaman atau mencari bantuan dari 

orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kesediaan untuk memberikan 

pinjaman, meskipun dengan persyaratan tertentu. 

Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya tantangan dalam 

memenuhi kehidupan, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara norma atau perilaku 

manusia. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga membawa perubahan dalam 

praktik muamalah, yang pada gilirannya menimbulkan masalah-masalah baru. Salah 

satu contohnya adalah praktik peminjaman uang di Desa Karueng. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti ditemukan bahwa, di Desa Karueng 

Kabupaten Enrekang, ada suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat 

setempat yakni, melakukan praktik peminjaman uang. Di mana dalam praktik 

peminjaman ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Karueng. Tujuan utama mereka melakukan praktik ini adalah untuk saling 

memberikan bantuan dan dukungan antara sesama masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Praktik pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk 
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kegiatan ekonomi, di mana mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka, baik yang mendesak maupun yang tidak mendesak. 

Namun terdapat satu masalah dalam praktik peminjaman uang yang 

dilakuakan oleh masyarakat di Desa Karueng, Kabupaten Enrekang. Yang mana 

praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Karueng adanya 

penambahan pada saat pengembalian pinjaman atau biasa dikatakan bunga atas 

peminjaman yang dilakuakan oleh masyarakat Penja. Adanya penambahan 

pengembalian pinjaman tersebut membuat masyarakat harus membayar lebih dari 

uang yang telah di pinjamnya. 

Bagi masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi 

demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara meminjam kepada 

masyarakat yang mampu memberikan pinjaman, meskipun terasa berat harus 

memenuhi syarat yang diberikan. Dari masalah-masalah tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian  dengan mengangkat judul “Analisis Al Qardh Terhadap 

Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng  Kabupaten Enrekang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana analisis Al Qardh terhadap praktik peminjaman uang di Desa 

Karueng Kabupaten Enrekang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik peminjaman uang di Desa 

Karueng Kabupaten Enrekang. 
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2. Untuk menganalisis al qardh terhadap praktik peminjaman uang di Desa 

Karueng Kabupaten Enrekang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

Praktik al qardh  dalam Peminjaman Uang. 

b. Hasil penelitian peneliti bisa menjadi referensi mengenai praktik pinjam 

meminjam untuk  bisa dijadikan literatur penelitian selanjutnya. 

c. Penelitian ini  diharapkan agar menerapkan nilai yang sesuai  praktik pinjam 

meminjam berdasarkan syariat Islam sehingga memperoleh keberkahan hidup 

di dunia maupun di akhirat. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti: sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana 

penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan selama 

berada dibangku kuliah. 

b. Bagi masyarakat Desa Karueng: untuk memberikan informasi tentang 

bagaimana praktik pinajam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam. Dan 

utnuk mengetahui praktik pinjam meminjam yang sesuai serta tidak 

melenceng dari syariat Islam  bisa merugikan pihak lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang topik penelitian yang akan dijalankan, dengan memeriksa 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian yang serupa dengan yang telah 

ada sebelumnya. Selama penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan, di antaranya yaitu: 

Pertama, Penelitian skripsi dilakukan oleh Dedy Purnomo “Tinjauan Fiqih 

Qardh Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di 

Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, adapun tujuan 

penelitian ini untuk menjelaskan Tinjauan Fiqih Qardh Terhadap Praktik Utang 

Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan 

Badengan Kabupaten Ponorogo. Dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan 

kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa akad piutang dalam usaha 

peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo tidak sesuai dengan fiqih qard karena 

terdapat unsur gharar mengakibatkan batalnya sebuah akad atau ijab qabul dan 

pengembalian utang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo 

melanggar prinsip fiqih qard, karena dalam sistem utang piutangnya, pihak yang 

memberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa melakukan musyawarah atau 

kesepakatan dalam menetapkan harga telur bebek. Dari perspektif Islam, praktik 
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seperti ini dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam ajaran agama karena dianggap 

tidak adil dan merugikan salah satu pihak.
5
 

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas teori  (Qardh) 

dan dalam pelunasannya tidak sesuai dengan syariat yang ada seperti mengambil 

keuntungan dari pihak berutang. Sedangkan, perbedannya peneliti terdahulu 

mengunakan objek utang pakan bebek dengan pelunasan telur-telur yang dihasilkan 

sedangkan penelitian saya menggunakan objek uang tunai dalam peminjaman 

maupun pengembalian. 

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rony Hermanto dengan judul 

“ nalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lum ung Pangan Warga 

Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Ba adan Ka upaten Ponorogo”, tujuan 

penelitian ini untuk membahas analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang 

di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan 

pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam akad utang piutang 

yang terjadi di Dusun SendangDesa Trisono tidak memenuhi persyaratan yang 

diperlukan untuk menerapkan sistem qard yang sejalan dengan ajaran Islam. Skripsi 

ini juga membahas mengenai praktik riba yang sering terjadi dalam pelunasan utang 

piutang di desa tersebut. Dalam pelaksanaannya, hanya terpenuhi dua dari tiga rukun 

qardh, yaitu aqidain (pihak-pihak yang terlibat) dan muqrad (jumlah utang dan 

waktu pembayaran). Namun, tidak terpenuhinya rukun shiqat ijab kabul disebabkan 

                                                             
5
 Dedy Purnomo, Tinjauan Fiqih Qardh Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha 

Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Skripsi,  

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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karena jenis akad qard yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang 

seharusnya.
6
 

Persaman penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang teori (Qardh) dan 

adanya unsur riba di dalamnya. Sedangkan, perbedaannya yaitu, dari segi objeknya,  

skripsi terdahulu menggunakan objek gabah dan uang tunai, sedangkan penelitian  

saya  hanya berfokus satu objek saja yaitu uang. 

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elis Mirensi dengan judul, 

“Peminjaman Bahan Pokok Di  Desa Lingge Ka upaten Empat Ditinjau Dari Hukum 

Islam”. Tujuan penelitian ini untuk membahas praktik pinjam meminjam bahan 

pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Dan di Tinjau Dari Hukum Islam. 

Metodenya menggunakan deskriftif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu 

Dalam proses peminjaman bahan pokok ini mengandung unsur kecurangan dimana 

pihak muqrid tidak memberitaukan ke pihak muqtarid mengenai adanya penambahan 

pembayaran di awal akad. Sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai 

dengan syariat islam yang mana mengandung unsur gharar dan riba.
7
 

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas teori (Qardh). 

Sedangkan perbedaan skripsi diatas dengan penelitian saya yaitu dari segi objek 

peminjan penelitian diatas menggunakan peminjaman barang pokok sedangkan 

penelitian saya nantinya menggunakan objek uang saja.  

Keempat, penelitian skripsi oleh Yunita  stuti dengan judul “ nalisis Hukum 

Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah (Studi Di 

                                                             
6
 Rony Hermanto, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung 

Pangan Warga Desa Trisno Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi, (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2020). 
7
 Elis Mirensi, Peminjaman Bahan Pokok Di Desa Lingge Kapupaten Empat Lawang Ditinjau 

Dari Kukm Islam, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019). 
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Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Ka upaten Madium ”, 

tujuan penelitian ini untuk membahas analisis hukum Islam terhadap praktik hutang 

piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo 

Kecamatan Geger Kabupaten Madium. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode deskripstif dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu di dalam praktik utang piutang gabah yang melibatkan tambahan 

sedekah di masjid tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Meskipun kedua belah 

pihak terlibat dalam praktik tersebut atas dasar kesepakatan bersama, namun praktik 

ini mengandung unsur riba nasi'ah. Oleh karena itu, transaksi semacam itu 

diharamkan dalam ajaran agama Islam.
8
 

Persamaan penelitian terdahulu dengan pnelitian saya yaitu sama-sama 

membahas tentang teori qardh serta adanya tambahan pada saat pengembalian utang. 

Sedangkan, mengenai perbedaan keduanya bisa kita lihat dari segi objeknya. Dimana 

penelitian sebelumnya menggunakan objek gabah dalam prosese utang piutang beda 

halnya dengan penelitian saya menggunakan objek uang dalam prosese utang 

piutang. Dan lokasi penelitian yang berbeda juga. 

Kelima, Penelitian Skripsi Fedra Hermawan dengan judul skripsi “ praktek 

hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten 

Bengkulu selatan Perspektif Ekonomi islam”, 2020. Tujuan penelitian ini untuk 

membahas praktik hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan 

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam. Jenis dan 

pendekatan penelitian yaitu penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dengan 

                                                             
8
 Yunita Astuti, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan 

Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, 

Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). 
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teknik pengumpulan data yaitu obsevasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian 

skripsi ini yaitu praktik hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang 

Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi 

Islam karena adanya syarat penambahan jumlah pengembalian hutang. 

Persamaan skripsi ini dan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas 

pinjaman uang, pemberi pinjaman memberikan syarat dan kajian teorinya yaitu 

membahas tentang qardh 

Adapun Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu dalam 

pengembalian pinjamanya yang dilakukan skripsi terdahulu yaitu pengembaliannya 

menggunakan beras sedangkan skripsi penelitian saya menggunakan pengembalian 

pinjaman berupa uang.
9
 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pinjaman (Kredit) 

a. Pengertian Pinjaman (Kredit) 

Peminjaman (Kredit) merupakan bentuk pinjaman atau utang yang diberikan 

oleh pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit. Peminjaman ini dibayarkan 

secara bertahap, baik dalam konteks transaksi jual beli maupun dalam bentuk pinjam-

meminjam. Dalam pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa pinjam-meminjam 

adalah sebuah perjanjian di mana pihak yang menerima pinjaman akan 

mengembalikan jumlah yang sama dalam bentuk dan keadaan yang serupa pula.
10

 

                                                             
9
 Fedra Hermawan, Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan 

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi (Bengkulu:  IAIN, 2020) 
10

 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai definisi kredit, kesimpulan 

yang dapat diambil oleh peneliti adalah bahwa peminjaman (kredit) merupakan 

tindakan memberikan pinjaman uang (barang, atau jasa) kepada pihak lain, dengan 

persyaratan pembayaran kembali yang dilakukan secara bertahap setelah jangka 

waktu tertentu. Selain itu, transaksi ini juga melibatkan pembayaran imbalan (bunga) 

sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Unsur-Unsur Pinjaman (Kredit) 

Adapun unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman (kredit) yaitu 

sebagai berikut:
11

 

1) Kreditur merupakan pihak yang meberikan kredit (pinjaman) kepada pihak 

lain yang mendapatkan pinjaman.  

2) Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). 

3) Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pemberian kredit, baik berupa 

uang, barang, atau jasa, akan benar-benar dikembalikan oleh pihak penerima 

kredit pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang. 

4) Kesepakatan, terdapat kesepakatan yang melibatkan unsur kepercayaan antara 

kreditur (pihak pemberi kredit) dan debitur (pihak penerima kredit). 

5) Jangka waktu, Setiap kreditur menetapkan periode waktu tertentu yang 

berkaitan dengan pengembalian kredit yang telah disepakati. Periode ini dapat 

berupa jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. 

6) Resiko, Faktor-faktor risiko atau potensi kerugian dapat timbul ketika pihak 

peminjam dengan sengaja tidak membayar kreditnya meskipun memiliki 

kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, ada juga risiko kerugian akibat 
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 Iswi Hariani, Restrukturisasi Dan Penghapusan Kreditmacet, (Jakarta: PT Alex Media 

Kompotindo, 2010), h. 9 
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kejadian yang tidak disengaja, seperti bencana alam dan lain-lain. 

Keterlambatan atau ketidakmampuan untuk mengumpulkan kembali pinjaman 

juga dapat disebabkan oleh adanya tenggang waktu pengembalian yang telah 

disepakati. 

7) Balas jasa/ imbalan, Sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh 

pemberi kredit, penerima kredit membayarkan jumlah tertentu sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disetujui. 

c. Jenis-Jenis Pinjaman (Kredit) 

1)   Menurut  jangka waktu,  dibagi atas: 

a) Jangka pendek adalah saat di mana tenggang waktu untuk 

mengembalikan kredit tidak melebihi satu tahun. 

b) Jangka waktu menengah adalah ketika kredit yang diberikan memiliki 

periode lebih dari satu tahun hingga tiga tahun. 

c) Jangka panjang adalah ketika kredit yang diberikan memiliki periode 

lebih dari tiga tahun. 

2) Menurut  kegunaan,  terdiri atas: 

a) Produktif, misalnya pinjaman untuk modal usaha dan perusahaan. 

b) Tidak produktif, pinjaman diberikan kepada individu untuk memenuhi 

kebutuhan individu tersebut. 

3) Berdasrkan jaminan 

a) Tanggung jawab dengan jaminan. 

b) Tanpa jaminan.
12
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Kasmir, Menejemen Perbankan,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11,  h. 87-88 
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2. Al -Qardh 

a. Pengertian Al-Qardh 

  Secara etimologi Al-Qardh berarti Al-Qath‟u (memotong atau menggunting). 

Dikatakan demikian, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari 

hartanya untuk diberikan kepada orang berutang (muqtarid).
13

 Secara terminologi, 

istilah Al-Qardh berarti pinjam-meminjam berarti harta yang dipinjam seseorang 

kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kesanggupan untuk 

membayar pinjaman.
 

pinjaman yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, 

perjanjian dia akan membayar pinjamannya seperti jumlah pinjamannya. Misalnya 

meminjam uang Rp 1.000.000 akan dibayar pula dengan Rp 1.000.000. 

  Menurut Harun, Al-Qardh adalah bentuk penyediaan dana yang dapat 

dianggap setara dengan itu (pinjaman), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman untuk mengembalikan jumlah 

pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.
14

 

  Berdasarkan Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, Al-Qardh adalah suatu 

bentuk pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkannya. Nasabah 

memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu 

yang telah disepakati bersama.
15

 

  Pendapat ulama ahli fiqih tentang definisi qardh adalah sebagai berikut: 
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 Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah (Jakarta: Amzha, 

2016), h. 159 
14

 Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144 
15

 Febri Annisa Sukma and others, Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada 

Perbankan Syariah Dan Manfaatnya, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 3.No. 

2, 2019, h. 152  
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1) Menurut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mendefinisikan pinjaman sebagai 

suatu hal yang dimiliki oleh seseorang, lalu diberikan kepada orang lain, 

dan kemudian dikembalikan dengan baik hati kepada pemiliknya. 

2) Mazhab Maliki, mengatakan qardh merupakan pembayaran dari sesuatu 

berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. 

3) Mazhab Hambali, qardh ialah menyerahkan modal pinjaman kepada pihak 

yang memnafaatkan dan modal itu kemudian dikembalikan barang 

penggantinya. 
16

 

4)  Mazhab Syafii, qardh yaitu memindahkan kepemilikan sesuatu kepada 

seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali padanya. 

5) Sayid Sabiq, qardh merupakan harta  diberikan oleh pemberi utang kepada 

penerima utang seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu 

membayarnya. 

Dari beberapa defenisi yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Qardh adalah harta yang dipindahkan kepada orang lain di mana harta tersebut bisa 

di tagih atau bisa di ambil kapan saja sesuatu kesepakatan awal antara pemberi utang 

(muqridh) dan penerima utang (muqtarid). Yang di mana akadnya menggunakan 

unsur tolong menolong tanpa mendapatkan keuntungan. 

b. Dasar Hukum Al-Qardh 

Adapun dasar hukum qardh yaitu terdapat dalam Al-Qur‟an, sunnah dan 

Ijma.
17
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Syariah, Edisi 1 (Yogyakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 332 



15 

 

 

1) Al-Qur‟an 

Adapun terdapat dalam QS: Al-Maidah ayat 2, berbunyi: 

ى ييَثَعَاوَنُيْا
َ
بِد ِ  عَل

ْ
ا وَالجَّلْيٰى   ال

َ
ى ثَعَاوَنُيْا وَل

َ
اِخْمِ  عَل

ْ
عُدْوَانِ  ال

ْ
 شَدِيْدُ  الٰلَّ  اِنَّ    الٰلَّ  وَاثَّلُيا   وَال

عِلَابِ 
ْ
  ٢ ال

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-nya.

18
 

 

QS. Al-Baqarah/2: 245 berbunyi: 

ذِيْ  ذَا مَنْ 
َّ
ٓٗ فَيُضٰعِفَه   حَسَنًا كَرْضًا الٰلَّ  يُلْرِضُ  ال ه 

َ
ضْعَافًا ل

َ
دِيْدَةً  ا

َ
طُ   يَلْبِضُ  وَالٰلُّ    ك  وَيَبْصُۣ

يْهِ 
َ
  ٢٤٥ ثُرْجَعُيْنَ  وَاِل

Terjemahanya:  

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya dijalan allah), maka allah akan 
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 
kepadanyalah kamu dikembalikan.

19
 

Allah mengibaratkan pemberian seseorang dengan ikhlas untuk kepentingan 

hamba-hamba-Nya sebagai suatu bentuk pinjaman kepada Allah. Dengan demikian, 

Allah menjamin bahwa pinjaman itu nantinya akan dikembalikan. Sebab ketika Allah 

meminjam, Dia berjanji akan memberikan penggantian pinjaman tersebut di dunia 
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 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019 , h. 106 
19

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, h. 39 
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dan di akhirat dengan berlipat-lipat seperti benih yang menumbuhkan tujuh butir 

benih, dan setiap butirnya mengandung seratus biji atau lebih. 

Oleh karena itu, janganlah merasa ragu untuk memberikan pinjaman dan 

berjuang di jalan Allah dengan harta benda. Sebab pada akhirnya, segala yang kita 

berikan akan kembali kepada-Nya. 

Adapun ayat lain yaitu Q.S.Al-Maidah/5:12 berbunyi: 

ىِٕنْ 
َ
كَمْجُمُ  ل

َ
يةَ  ا

ٰ
ل ثَيْجُمُ  الصَّ

ٰ
يةَ  وَا

ٰ
مَنْجُمْ  الزَّك

ٰ
رْثُمُيْوُمْ  بِرُسُلِيْ  وَا كْرَضْجُمُ  وَعَزَّ

َ
 حَسَنًا كَرْضًا الٰلَّ  وَا

رَنَّ  ِ
ف 
َ
ك

ُ
ا
َّ
مْ  ل

ُ
مْ  عَنْك

ُ
ثِك

ٰ
ا مْ  سَي ِ

ُ
ك نَّ

َ
دْخِل

ُ
ا
َ
رِيْ  جَنٰت   وَل جْ

َ
جِىَا مِنْ  ت حْ

َ
نْىٰرُ   ت

َ
ا
ْ
  ١٢ ال

Terjemahanya:  

Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat menunaikan zakat, beriman 
kepada Rasul- rasul-ku dan membantu mereka serta kamu meminjamkan 
kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-
kesalahanmu dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai.

20
 

2) Hadis  

Adapun hadis yang berkaitan dengan qardh yaitu: 

 

 ًِ ٌْتُ نٍَـهْةََ أسُْرِيَ ب ًِ وَسَهَّمَ رَأَ ٍْ   عَهْ أوَسَِ بْهِ مَانكٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَهَّى اللهِ عَهَ

ا وَاْنقرَْضُ بثِمََاوٍِةََ عَشَرَ فـقَهُْتُ جَِ  ََ ًِ دَقةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَن ٌْمَ عَهىَ َبِ اْنجَىَّةِ مَكْتـوُْ ً انصَّ َِ برْ   

ا ئمَِ ٌسَْألَُ وَعِىْدَيُ وَاْنمُ سْتـقَْرِضُ لَ  دَقةَِ قاَلَ لأَ نَّ انسَّ   مَا لَُ اْنقرَْضِ أفَْ ضَمُ مِهَ انصَّ

  ٌسَْتـقَْ رِضُ إِ لَّ مِهْ دَاجَةٍ 

Artinya: 

 

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw.bersabda : Saat malam 
Isra‟ Mi‟raj aku melihat di pintu surga tertulis “Sedekah dilipat 
gandakan sepuluh kal, dan qard} (pinjaman) dilipat gandakan delapan 
 elas kali; aku  ertanya kepada Ji ril “wahai Ji ril kenapa qard}lebih 
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utama daripada sedekah” Ji ril menjawa  “Karena didalam sedekah 
pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang 
meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.

21
 

3) Ijma 

Kaum muslim telah bersepakat bahwa, qardh diisyaratkan dalam muamalah. 

Hal ini karena di dalam Qardh terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain 

tanpa mengharap qardh dalam peraturan yang berlaku di indonesia. 

Adapun pendapat para ulama tentang pembolehan akad qardh menurut syariat 

Islam yaitu: 

a) Madzhab Maliki berpendapat muqtarid dibolehkan mengembalikan harta 

seperti apa yang telah diutang. Baik harta itu memiliki kesepadaan atau 

tidak, selama tidak mengalami adanya perubahan, bertambah atau berkurang 

maka transaksi itu tetap diperbolehkan atau sah-sah saja. 

b) Madzha  Syafi‟i  erpendapat muqtarid mengem alikan harta yang dihutang 

sepadan dengan yang harta diperutangkan, karena yang demikian tersebut itu 

lebih dekat dengan kewajiban dan jika yang dihutang memiliki nilai, ia 

mengembalikan dengan bentuk yang senilai juga. 

c) Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian harus semisal seperti 

dihutangkan yang dapat ditakar dan ditimbang. Sedangkan objek Qardh 

bukan harta yang ditakar atau ditimbang , maliankan ada dua jenis yaitu: 

harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi akad qard, atau harus 

dikembalikan dengan kesamaan sifatnya.
22
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 Irma Agustin, Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktiek Hutang Piutang dengan 

Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 25-26. 
22

Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Syriah: Fiqih Muamalah, Cet.1 (Surabaya:  UINSA 

Pers, 2014), h. 73 



18 

 

 

c.  Rukun dan Syarat Qardh 

1)  Rukun Qardh 

Menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu:
23

 

a) Aqidain yaitu dua orang yang berakad. Ada pihak peminjam ( Muqtaridh) 

dan pihak yang memberikan pinjaman (Muqridh). 

b) Harta yang dipinjamkan (mauqud alaih). 

c) Shighat (Ijab dan Kabul). 

2) Syarat-syarat Qardh 

 Adapun syarat Qardh diantaranya sebagai berikut: 

a) Aqidain atau dua orang berakad, disyaratkan: 

(1)  Baliqh, berkal cerdas dan  merdeka, artinya cakap bertindak hukum. 

(2)  Muqridh, orang yang memberikan utang. 

(3) Muqtarid, merupakan orang yang berutang. 

b) Al- Ma‟qud Alaih (Harta yang dipinjamkan) 

(1) Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, Harta yang diutangkan 

merupakan mal misliyat  yaitu : harta yang dapat ditakar (makilat), 

harta yang dapat ditimbangkan (mauzunat), harta yang dapat diukur 

(zari‟yat), harta yang dapat dihitung (addiyat). 

(2)  Menurut Ulama Malikiyah, Syafiyah Dan Hanabilah, setiap harta 

yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, 

mauzunat, dan addiyat. 
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(3)  Penyerahan (Al–Qabadh). Akad utang piutang tidak sempurna kecuali 

dengan adanya serah  terima,  karena di dalam akad qardh ada ta arru‟. 

 kad ta arru‟ tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. 

(4)  Al-Qardh tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh. 

(5)  Muqtarid bertanggung jawab dalam mengembalikan utangnya dengan 

harga dan jumlah yang sama. 

(6)  Dalam Islam barang itu berupa harta dan boleh dimanfaatkan. 

(7)  Harta yang diutangkan harus jelas sifat dan kadarnya. 

(8)  Utang piutang dilakukan secara mutlak atau dengan batas waktu. 

c) Shighat ijab dan kabul 

 Akad Qardh dikatakan sah dengan adanya iajb dan kabul berupa ucapan 

yang sama  pengertiannya, misalnya “ aku mem eri utang” atau “ aku 

mengutangimu”. Dengan ucapan  ka ul seperti “ aku  erutang”, atau “ aku 

menerima”, atau “aku  ridha”.  

 Akad utang piutang dimaksdukan untuk tolong menolong dengan sesama 

bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, karena itu dalam utang piutang 

tidak dibenarkan mengambil keuntungan pihak muqridh (orang yang mengutangkan). 

Apabila disyaratkan ada tamabahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan 

termasuk dalam kategori riba. 

 Jika tidak disyaratkan dan tidak diperjanjikan ada tambahan dalam 

pembayaran utang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Kecuali jika ada 

inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan  pembayaran utangnya  

maka hal tersebut sah-sah saja tidak tidak termasuk dalam unsur riba. 

 



20 

 

 

d. Tambahan Dalam Pengembalian Pembayaran Al-Qardh 

Ada 2 macam penambahan pada Al-Qardh, yaitu: 

1)  Penambahan yang dipersyaratkan atau diperjanjikan. Dalam penambahan  

yang dipersyaratkan ini, dilarang berdasarkan ulama, begitu juga manfaat 

yang dipersyaratkan, sperti perkataan aku memberi hutang kepadamu tapi 

dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu atau 

syarat manfaat lainnya. Demikian itu termasuk tipu daya untuk riba. Adapun 

tambahan yang dikehendaki oleh pemberi pinjaman atau telah menjadi 

perjanjian sewaktu akad, hal tersebut tidak boleh, tidak halal orang memberi 

utang untuk mengambil manfaat, misalkan orang yang memberi pinjaman 

berkata kepada peminjam “saya mem eri utang kepada kamu dengan syarat 

sewaktu-waktu mem ayar engkau tam ahan demikian”. 

2) Penambahan diberikan tanpa syarat atau diperjanjikan, maka yang demikian 

ini dibolehkan. Pinjaman harus dilunasi dalam jumlah yang sama yang 

diterima dari pihak yang memberi pinjaman tanpa biaya tambahan, jika 

terdapat tambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan pihak si 

peminjam, jika dilakukan oleh pihak si penerima pinjaman sebagai itikad baik 

dan tanda terima kasi atas bantuan, maka kelebihan yang diberikan tersebut 

boleh (halal) bagi pihak yang meminjam dan kebaikan bagi pemberi 

pinjaman. 

Dalam pengembalian barang pinjaman, diwajibkan seimbang kadarnya. Oleh 

karena itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis barang yang 

dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangan dari pihak bisa benar-benar 

tercapai. Oleh karena itu, pengembalian barang atau uang yang dipinjam harus 
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dengan jumlah yang sama, dengan atau tanpa kemungkinan riba. Itu adalah hukum 

dsarnya. Namaun demikian, kelebihan jumlah dan jenis, asalkan tidak disyaratkan 

masi diperbolehkan. 

Pelunasan utang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. 

Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima. 

Dan tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari jumlah 

yang diterima, maka pemgembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi 

kalau yang berutang atas kemaunya sendiri untuk melebihkan jumlah pembayaran itu 

boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. 

Adapun beberapa pendapat dikalangan para mazhab mengenai boleh atau 

tidak menerima manfaat dari akad utang piutang, yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan 

dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka 

hukumnya boleh. 

2) Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, 

penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan 

dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan 

dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya 

haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di 

masyarakat baru boleh diterima. 

3) Menurut Mazha  Syafi‟i: penam ahan pelunasan utang yang diperjanjikan 

oleh muqtarid, maka pihak yang mengutang makruh menerimanya. 

4) Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Al-Maribary menyebutkan bahwa boleh 

bagi muqtarid menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh 
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muqtarid tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau 

mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang 

diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah disunnahkann 

 agi muqrid se agaimana sa da Rasulullah S W. Yang  er unyi: “ 

sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bagus 

dalam mem ayar utangnya”.
24

 

e. Penundaan pembayaran (Qardh) 

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, 

maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-menunda 

atau enggan membayar pinjamannya, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka 

ia termasuk orang yang dzalim dan akan memproleh dosa besar.
25

Hukum menunda 

pembayaran pinjaman dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang 

meminjam tersebut telah mampu membayar pinjamannya dan tidak 

memiliki unzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang 

memberikan pinjaman memintanya atau setelah jatuh tempo. 

b) Hukum menunda pembayaran pinjaman adalah muba, apabila orang 

yang meminjam memang benar-benar belum mampu membayarnya 

atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk 

membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya 

atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. 
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Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar 

utang padahal ia mampu membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela 

atau dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipu dalam berbisnis (bermuamalah). 

f. Dampak Negatif Pinjaman (Qardh) 

a)  Dapat menggoncang pikiran, sebab dengan utang pikiran kita tidak tenang, 

selalu merasa seolah-oleh dikejar orang. 

b) Dapat menganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa 

datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang meminjam menjadi 

malu. 

c) Pinjaman yang sudah lama terbayar, maka membuat sakit hati (emosi) bagi 

orang yang memberikan pinjaman. Sehingga hubungan yang selama ini 

baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus. 

d) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, 

maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan pinjaman. 

e) Jika pinjaman seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak membayar 

pinjamannya, maka dapat menyebabkan orang yang meminjam berbuat 

nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri atau tindakan 

lainnya demi membayar pinjamannya tersebut.
26

 

g. Faktor Pendorong Melakukan Pinjaman 

a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan 

ekonomi. 

b. Kebiasaan meminjam, sehingga kalau pinjamannya sudah lunas rasanya 

tidak enak kalau tidak meminjam lagi. 
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c. Karena kalah judi, sehingga ia meminjam untuk segera membayar 

kekalahanya. 

d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum bisa dicapainya). 

e. Untuk dipuji orang lain, sehingga meminjam demi memenuhi yang 

diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).
27

 

h. Manfaat disyariatkannya Qardh 

1) Melakukan kehendak agar kaum muslimin saling membantu dalam 

kebaikan dan ketaqwaan. 

2) Memperkuat ikatan persudaraan dengan cara membantu mereka yang 

membutuhkan bantuan dan mengalami kesulitan. 

i. Transaksi-Transaksi Yang Dilarang dalam Syariat Islam 

1) Haram Zatnya ( Objek Transaksinya) 

Sebuah transaksi tidak diizinkan karena melibatkan objek (barang atau 

jasa) yang dinyatakan sebagai haram dalam hukum agama, seperti menjual 

alkohol, bangkai, babi, narkoba, organ manusia, dan sejenisnya. 

2) Haram selain zatnya ( cara bertransaksinya) 

a) Riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal 

secara batil. 

b) Maysir atau qimar, biasa disitilahkan sebagai judi, seperti taruhan pada 

permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, dan 

sebagainya. 

c) Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai 

eksistensi suatu hal secara matematis dan hukum yang melibatkan 
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barang, harga, atau waktu pembayaran uang/penyerahan barang yang 

tidak dapat dijamin atau dipastikan. 

3.  Riba  

a. Pengertian Riba 

Asal-usul kata "Riba" berasal dari bahasa Arab dan secara etimologi 

mengandung makna "Al-Ziyadah" (tambahan) atau "Al-Nama" (tumbuh). Di sini, 

tambahan merujuk pada peningkatan nilai ekonomi yang dapat disebabkan oleh 

faktor-faktor internal maupun eksternal. Jadi pengertian riba dapat dikatakan 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
28

 Secara istilah, riba 

adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.  

Riba memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah sebagai berikut:
29

 

1) Salah satu bentuk perbuatan riba adalah meminta tambahan atas sesuatu 

yang telah diuntungkan. 

2) Salah satu bentuk perbuatan riba adalah dengan membungkam harta uang 

yang dipinjamkan kepada orang lain, sehingga menyebabkan harta 

tersebut berkembang atau berbunga. 

3) Riba juga dapat menyebabkan suatu hal menjadi berlebih atau 

mengelembung. 

Pengertian ri a secara istilah syara‟, yaitu suatu kelebihan yang terjadi pada 

saat proses tukar menukar barang yang sejeni atau jual beli tanpa disertai imbalan, 

dan kelebihan tersebut disyaratkan atau diperjanjian.  
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Ulama fiqh mendefinisikan riba kelebihan harta dalam suatu kegiatan 

bermuamalah dengan tidak ada imbalan ataupun gantinya. Kelebihan tambahan 

pembayaran itu di isyaratkan seseorang dari dua orang yang melakukan akad.
30

 

Di sisi lain, Allah Swt telah menetapkan aturan mengenai pinjam meminjam 

sebagai bagian dari transaksi ekonomi muamalah. Ketegasan aturan transaksi 

ekonomi ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4:29 sebagai berikut:  

قَ مِنْىَا زَوْجَىَا وَبَحَّ مِنْ 
َ
خَل احِدَة  وَّ نْ نَّفْس  وَّ مْ م ِ

ُ
لَك

َ
ذِيْ خَل

َّ
مُ ال

ُ
يُّىَا النَّاسُ اثَّلُيْا رَبَّك

َ
ىُمَا يٰٓا

ذِ 
َّ
نِسَاءًۤ   وَاثَّلُيا الٰلَّ ال دِيْدًا وَّ

َ
ا ك

ً
مْ رَكِيْبًا رِجَال

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
رْحَامَ   اِنَّ الٰلَّ ك

َ
ا
ْ
يْنَ بِهٖ وَال

ُ
يْ تَسَاۤءَل

١  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.

31
 

Salah satu transaksi yang dianggap tidak sah adalah pengambilan riba. Riba 

didefinisikan sebagai penambahan tanpa kompensasi terhadap salah satu dari dua 

barang sejenis yang dipertukarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba 

merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diwajibkan bagi salah satu 

pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

b. Dasar Hukum Riba 

1) Al-Qur‟an 

Adapun  Q.S Surah Al-Baqarah ayat 275  berbunyi: 
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بٰيا    مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
 الٰلُّ ال

َّ
حَل

َ
 وَا

 
Terjemahanya: 

 
Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

32
 

Larangan riba juga dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Ali –Imran/ 3: 

130 yang berbunyi: 

 

مْ ثُفْلِحُيْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
اثَّلُيا الٰلَّ ل ضٰعَفَةً  وَّ ضْعَافًا مُّ

َ
بٰيٓٗا ا يا الر ِ

ُ
ل
ُ
ك

ْ
ا ثَأ

َ
مَنُيْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
  ١٣٠نَ  يٰٓا
 

Terjemahanya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu 
beruntung. 

 Allah melarang hamba-Nya untuk mengambil riba berlipat ganda dari 

penundaan pembayaran pinjaman, sehingga pinjaman menjadi bertambah banyak, 

seperti yang biasa terjadi pada zaman jahiliyah. Saat ini, Islam melarang tindakan 

tersebut karena dianggap sebagai cara yang keras dan memaksa bagi seseorang yang 

membutuhkan bantuan. Riba yang dimaksud adalah dalam konteks pinjam-meminjam 

atau utang-piutang, di mana jika pengutang tidak dapat membayar pada waktu jatuh 

tempo, diberi tambahan waktu, tetapi dengan konsekuensi harus membayar jumlah 

yang lebih besar dari jumlah pinjaman awal. 

Dalam ayat lain Allah Swt menjelaskan tentang keharaman riba, yaitu dalam 

Q.S An-Nisa/4:161, yang berbunyi:  

 

خْذِوِمُ 
َ
ا بٰيا وَّ لِىِمْ  نْهُ عَ  نُىُيْا وَكَدْ  الر ِ

ْ
ك

َ
  وَا

َ
مْيَال

َ
بَاظِلِ  النَّاسِ  ا

ْ
عْجَدْنَا   بِال

َ
فِرِيْنَ  وَا

ٰ
ك

ْ
 عَذَابًا مِنْىُمْ  لِل

لِيْمًا
َ
 ١٦١ ا
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Terjemahanya: 

Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan 
memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan 
untuk orang-orang kafir di anatar mereka azab yang sangat pedih.

33
 

 Allah memberi keharaman riba dengan mengutuk praktik riba di kalangan 

masyarakat Yahudi. Ayat ini menggambarkan riba sebagai perbuatan yang zalim dan 

salah. Allah juga mengisahkan hukuman siksaan bagi kaum Yahudi yang terlibat 

dalamnya. 

2) Hadist 

Larangan riba juga dijelaskan dalam hadi nabi saw yang diriwayatkan dari 

Jabir. 

ٍْرُ بْهُ دَرْبٍ ٥٩٩٢صذٍخ مسهم  بَّاحِ وَزٌَُ دُ بْهُ انصَّ ثىَاَ مُذَمَّ : دَدَّ

ٍْرِ عَهْ جَابرٍِ قاَلَ وَعُثْمَانُ بْهُ أبًَِ شٍَْبةََ قاَ بَ ٍْمٌ أخَْبرََواَ أبَوُ انسُّ ثىَاَ ٌشَُ نوُا دَدَّ  

 ًِ ٌْ دَ ٌِ باَ وَمُؤْكِهًَُ وَكَاتبًَُِ وَشَا ًِ وَسَهَّمَ آكِمَ انرِّ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللهَّ نعََهَ رَسُولُ اللهَّ

 وَقاَلَ ٌمُْ سَوَاءٌ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair 

bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah 

menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami 

  u  z Zu air dari Ja ir dia  erkata: “ Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam melaknak pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, 

juru tulisnya dan saksi- saksinya. “ Dia  erkata: mereka semua 

sama.”
34 

Hadis tersebut menggambarkan betapa berbahayanya riba bagi kehidupan 

kaum Muslim. Riba dijelaskan sebagai sesuatu yang sangat buruk, bahkan Rasulullah 
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Saw mengutuk seluruh pelaku riba, termasuk pemakannya, pemberinya, pencatatnya, 

dan saksi-saksinya. Semua orang yang terlibat dalam transaksi riba dinyatakan 

sebagai satu kesatuan yang sama menurut Rasulullah Saw. Pengutukan Rasulullah 

Saw terhadap para pelaku riba menunjukkan betapa marahnya beliau terhadap 

perbuatan riba, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengutuk suatu perbuatan 

kecuali jika perbuatan tersebut memiliki dampak buruk yang luar biasa, baik bagi 

individu yang melakukannya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, setiap Muslim diwajibkan untuk menjauhi praktik riba dalam setiap aspek 

kehidupannya.
35

 

c. Jenis-Jenis Riba 

Riba dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sumber transaksinya, yaitu 

riba dari transaksi utang-piutang seperti riba qard dan riba jahiliyah, serta riba dalam 

jual beli yang meliputi riba fahdl dan riba nasi'ah.
36

 

a) Riba Qard 

Riba qard adalah tambahan atau kelebihan yang telah ditentukan dalam 

perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Sebagai contoh, 

ketika si A meminjam uang dari si B sebesar Rp 5.000.000,- dengan 

jangka waktu satu tahun, dalam perjanjian disyaratkan bahwa si A harus 

mengembalikan sejumlah Rp 5.200.000,- kepada si B. Jadi, jumlah uang 

sebesar Rp 200.000,- merupakan selisih antara Rp 5.200.000,- dan Rp 

5.000.000,- yang mana merupakan riba. 
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b) Riba jahiliyah 

Riba jahiliyah adalah bentuk riba yang muncul akibat keterlambatan 

pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang 

telah disepakati. Jika peminjam tidak mengembalikan pinjaman tepat 

waktu, ia akan membayar tambahan jumlah di atas pokok pinjaman 

sebagai akibatnya. 

Sebagai contoh, si April meminjam uang Rp 10.000.000,- dari si Nurul 

dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian, 

disebutkan bahwa jika April tidak dapat mengembalikan pinjamannya 

dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayaran akan 

dikenakan tambahan sebesar 2% dari pokok pinjaman. Misalnya, jika 

April membayar setelah satu bulan, ia harus membayar Rp 10.200.000,- 

(2% x Rp 10.000.000). Jumlah tambahan pembayaran sebesar Rp 

200.000,- tersebut merupakan riba. 

c) Riba Fadhl 

 Pertukaran barang sejenis dengan perbedaan kadar atau takaran adalah 

suatu penambahan yang dilakukan. Dalam jenis transaksi ini, dua pihak 

menukar barang ribawi, di mana salah satu pihak memberikan lebih 

banyak barang dengan kadar atau timbangan yang lebih tinggi. Namun, 

kelebihan kadar barang ribawi yang ditukarkan dianggap sebagai riba. 

Sebagai contoh, Fikar membutuhkan 100 lembar uang receh ribuan atau 

setara dengan Rp 100.000,-. Karena Fikar tidak memiliki uang receh, dia 

menukar satu lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan Dira. Dira 

memberikan 98 lembar uang pecahan Rp 1.000,- sehingga totalnya senilai 
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Rp 98.000,- yang diterima oleh Fikar. Dira mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp 2.000,- dari pertukaran ini karena menggunakan mata uang 

yang sama namun dengan jumlah yang berbeda. Keuntungan ini dianggap 

sebagai riba dalam transaksi tersebut. 

d) Riba Nasiah  

adalah pertukaran antara dua jenis barang ribawi. Salah satu pihak akan 

menerima jumlah barang yang lebih besar karena adanya perbedaan 

waktu dalam penyerahan barang tersebut. Pihak yang menerima barang 

akan mengambil jumlah yang lebih tinggi karena mereka akan 

mengembalikan barang tersebut di masa mendatang. 

Sebagai contoh, pada tanggal 1 September 2021, Dira meminjam 100kg 

beras dari Radin. Kemudian, pada tanggal 1 September 2022, Dira akan 

mengembalikan beras tersebut dengan jumlah 110kg. Perbedaan waktu 

ini menyebabkan pihak penerima barang harus mengembalikan dengan 

jumlah yang lebih tinggi. Transaksi semacam ini termasuk dalam kategori 

riba yang dilarang. 

C. Tinjauan Konseptual 

Penelitian ini  erjudul “ nalisis  l-Qardh Terhadap Praktik Peminjaman 

Uang Dengan Tam ahan Di Desa Penja Ka upaten Enrekang”. Untuk le ih 

memahami mengenai penelitian ini maka perlu untuk menguraikan pengertian judul 

sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbedan. 
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1. Analisis 

 Analisis adalah suatu proses berpikir untuk memecahkan atau menguraikan 

satu pokok menjadi beberapa komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui 

lebih detail atau keseluruhan dan keterkaitan satu sama lain. 

2. Al-Qardh 

Secara terminologi, Qardh (pinjam-meminjam) berarti harta yang dipinjam 

seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kesanggupan untuk 

membayar pinjaman. Al-Qardh secara etimologi, qardh sinonim dari kata qatha‟a 

artinya memotong. Pihak pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya untuk 

diberikan kepada orang yang menerima pinjaman. 

3. Praktik  

adalah kecenderungan atau keinginan yang belum tentu langsung mengarah 

pada tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi tindakan nyata, diperlukan faktor-

faktor pendorong atau kondisi yang memungkinkan, seperti adanya fasilitas. Selain 

fasilitas, faktor pendukung dari orang lain, seperti orang terdekat kita, juga sangat 

penting untuk mendukung praktik dari sikap tersebut. 

4. Peminjaman  

Peminjaman (Kredit) yaitu berupa pinjaman atau utang diberikan oleh pihak 

pemberi kepada pihak penerima kredit. Pinjaman (kreditur) yaitu sesuatu yang 

dibayar secara berangsur-angsur, baik itu dalam keadaan jual beli maupun dalam 

pinjam-meminjam 
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D. Kerangka Pikir 

1. Pengertian Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual yang menggambarkan 

hubungan antara berbagai variabel. Hubungan ini dijelaskan melalui bentuk diagram 

atau skema agar lebih mudah dipahami.
37

 

2. Bagan Kerangka Pikir 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, penulis 

menyusun bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research), 

merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau response. Penelitian lapangan 

ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, 

individu, maupun kelompok.
38

 

Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara 

subjek penelitian ataupun informan ketika mereka berpartisipasi pada kegiatan 

penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan. 
39

 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara lansung praktik 

peminjaman uang di Desa Karueng. Adapun menjadi fokus penelitian ini adalah 

bagaimana praktik peminjaman uang yang lakukan oleh masyarakat di Desa Karueng. 

Setelah data kualitatif terkumpul , peneliti mengkaji data tersebut sesuai dengan Al-

Qardh. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah perspektif atau cara pandang secara umum untuk 

menganalisis suatu masalah dengan cara yang sesuai dengan disiplin ilmu yang 

dimiliki. Hal ini melibatkan cara pendekatan dan pendekatan khusus dalam 
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menyelidiki dan mendekati persoalan yang dihadapi.
40

  Selain itu, pendekatan ini juga 

mencakup analisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma 

beroperasi dalam masyarakat.
41

 

Pendekatan penulisan yang disebut sebagai pendekatan yuridis sosiologis 

adalah pendekatan penelitian yang berangkat dari isu-isu yang ada di masyarakat, 

seperti kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial-ekonomi, dan permasalahan 

lainnya. Pendekatan ini mempertimbangkan dan menghubungkan isu-isu tersebut 

dengan hukum yang berlaku, karena keduanya saling terkait dan tidak dapat 

dipisahkan.
42

 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis dari segi 

pendekatan kajiannya. Sedangkan dari segi metode yang digunakan, termasuk 

pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti untuk memahami 

permasalahan dengan lebih mendalam dan menyajikan data dalam bentuk deskriptif. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah  di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, 

Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian, mulai  7 Juni sampai 5 Juli 2023. 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini akan difokuskan untuk 

mendeskripsikan dan mengurai bagaimana Al-Qardh terhadap praktik  peminjaman 

uang yang dilakukan oleh masyarakat  Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data 

skunder. 

1. Data primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau 

objek penelitian, atau memiliki hubungan langsung dengan objek yang diteliti. Data 

ini bisa diperoleh langsung dari individu yang menjadi subjek penelitian dan juga 

bisa dikumpulkan di lapangan.. 

Penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan juga observasi 

partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Rencana, informan adalah masyarakat Desa 

Karueng yang sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak peminjam 

(debitur)  

1. Kreditur (Pemberi Pinjaman) 

No Nama Pekerjaan Umur  

1. Ibu Eka IRT 41 Tahun 

2. Ibu Sumi Pedagang 45 Tahun 

3. Ibu Naraisa Pedagang 49 Tahun 
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2. Debitur (Penerima Pinjaman) 

No Nama Pekerjaan Umur 

1. Sumarni IRT 40 Tahun 

2. Tappe Pedagang sayur 46 Tahun 

3. Kadariana IRT 45 Tahun 

4. Mauliana IRT 39 Tahun 

5. Darmiati Penyapu Kebersihan 40 Tahun 

6. Maria IRT 50 Tahun 

7. Rahmatia Penyapu Kebersihan 43 Tahun 

8. Diriyani IRT 40 Tahun 

9. Raba IRT 47 Tahun 

10. Erny Yusnita Penyapu Kebersihan 38 Tahun 

 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dilaporkan 

sebelumnya oleh orang atau lembaga lain, meskipun data tersebut sebenarnya 

merupakan data asli. Sumber-sumber data sekunder meliputi berbagai hal, seperti 
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surat-surat pribadi, catatan harian, notula rapat organisasi, hingga dokumen-dokumen 

resmi dari berbagai lembaga pemerintah.
43

 

Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, 

bukan oleh peneliti sendiri, dan memiliki tujuan asli yang berbeda. Dalam situasi ini, 

peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut dari pihak yang telah 

melakukan pengumpulan data tersebut di lapangan.
44

 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk 

tujuan lain, dan peneliti menggunakan data tersebut dengan cara mencatat, 

mengakses, atau meminta data tersebut dari pihak yang sebelumnya telah 

mengumpulkannya di lapangan. Data sekunder dapat menjadi sumber yang berharga 

dalam penelitian karena dapat mendukung analisis dan temuan tanpa perlu 

melakukan pengumpulan data secara mandiri. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang memiliki strategi penting dalam 

penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian, dengan kata lain, 

penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data langsung di lapangan 

untuk mendapatkan data konkret yang terkait dengan penelitian tersebut. Beberapa 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup: 

1. Pengamatan/ Observasi 

 Secara keseluruhan, observasi adalah metode atau cara untuk mengumpulkan 

informasi atau data dengan cara mengamati dan mencatat fenomena secara sistematis 

                                                             
43

 Siti Anisah, Pengaruh Motivasi Kerja Islami dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan di BMT Harapan Ummat Kudus, Skripsi  (Kudus: STAIN Kudus, 2014), h. 35-36. 
44

 Istijanto, “Aplikasi Praktis Riset Permasalahan Cara Praktis Meneliti Konsumen dan 

Pesaing‟  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009 , h.  38. 
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yang telah ditetapkan sebagai objek pengamatan.
45

Penulis mengamati bagaimana 

proses praktik peminjaman uang yang dilakukan masyarakat Desa Karueng antara 

pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Setelah itu, data yang dibutuhkan 

akan dicatat selama proses penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengurangi 

keragu-raguan peneliti terhadap data yang dikumpulkan karena sudah diamati 

berdasarkan kondisi nyata di lapangan. . 

2. Dokumentasi 

Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi adalah proses mencari data 

mengenai suatu hal atau variabel melalui berbagai bentuk catatan, trankrip, buku, 

surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain 

sebagainya.
46

Dalam proses pengambilan dokumentasi, peneliti mengumpulkan 

berbagai dokumen serta melakukan pengambilan gambar dan merekam kegiatan-

kegiatan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

3. Wawancara   

Menurut pandangan Meleong dan Haris Herdinsah, wawancara dapat 

diartikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini 

melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
47

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi lisan tentang praktik peminjaman uang di Desa Penja. 

                                                             
45

 Sitti Mania, Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran, 

Lentera Pendidikan, Vol. 11 No. 2, Desember 2008, h. 221. 
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 Suci  riska, „  nalisis Be an Kerja Bidang Penngelolaan Sampah Dinas Lingkungan 

Hidup dan Ke ersihan Kota Pekan aru‟, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, 6. Edisi 1 

Jannuari-Juni 2019 (2019). h. 33 
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 Nugroho Wahyu, Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying, Jurnal Media 

Kons, Vol. 2, No. 2, (2019), h. 120. 
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Wawancara ini melibatkan narasumber dari masyarakat Desa Penja yang berperan 

sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan juga narasumber dari Desa Karueng 

yang berperan sebagai pihak penerima pinjaman (debitur). 

F. Uji Keabsahan Data 

Data diperoleh langsung dari lapangan dalam bentuk fakta mentah, yang 

artinya data tersebut masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya 

yang dilakukan oleh peneliti adalah menguji keabsahan data yang telah didapatkan. 

Bagian penting dari proses penelitian kualitatif adalah menguji keabsahan data, yang 

erat kaitannya dengan validitas. Validitas di sini mengacu pada sejauh mana 

ketepatan alat, proses, dan data yang digunakan dalam penelitian. Validitas berfokus 

pada pertanyaan apakah hasil yang diinginkan dapat diperoleh dari pertanyaan 

penelitian, apakah metodologi yang dipilih sesuai untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, apakah desain yang digunakan cocok untuk metodologi penelitian, apakah 

sampel yang diambil sesuai, apakah analisis data yang digunakan tepat, dan akhirnya, 

apakah hasil dan kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk sampel dan konteks 

yang diteliti.
48

 

Mudjirahardjo menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses yang 

meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau 

tanda, serta mengkategorikan data dengan tujuan untuk memperoleh temuan yang 

didasarkan pada fokus atau masalah yang ingin dijawab. 

                                                             
48
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), h. 214 
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Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sebagai metode 

dalam penelitiannya. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara 

kualitatif. Pendekatan kualitatif ini akan digunakan untuk mengkaji, memaparkan, 

dan menjelaskan data-data yang telah diperoleh mengenai proses praktik peminjaman 

uang, termasuk tambahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karueng, 

Kecamatan Enrekang. Keabsahan data mengacu pada kesesuaian antara data yang 

diperoleh oleh peneliti dengan situasi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. 

Dengan demikian, keabsahan data yang disajikan menjadi dapat 

dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi 

beberapa aspek, di antaranya:
49

 

1. Uji kredibilitas (Credibility) 

Credibility atau derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif merujuk 

pada validitas data, yang berarti bahwa alat pengukuran dan hasil pengukuran 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya atau realitas yang diamati. 

2. Uji keteralihan (Tranferability) 

Dalam penelitian kualitatif, tidak digunakan istilah validitas eksternal, 

namun digunakan konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa 

hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan pada situasi lain yang memiliki 

karakteristik dan konteks yang relatif serupa. Untuk melakukan transferabilitas hasil 

penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan 

konteks di situasi lain yang ingin diaplikasikan. 
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 Hengki Wijaya Helaludin, „ nalisis Data Kualitatif: Se uah Tinjauan Teori Dan Praktik‟ 

(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 130-142. 
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3. Uji kebergantungan (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah dependabilitas yang dilakukan 

dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari 

menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan 

data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data dan membuat kesimpulan. 

4. Uji Kepastian(confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif, ada konsep yang disebut dependabilitas, yang 

mencakup audit terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari menentukan masalah, 

menentukan sumber data, mengumpulkan atau menghasilkan data, menganalisis data, 

memeriksa keabsahan data, hingga membuat kesimpulan. 

G. Teknik Analisis Data 

Karena ada berbagai metode dan format pada penelitian kualitatif, 

menganalisis data yang dihasilkan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Analisis yang 

efektif adalah analisis yang menghasilkan deskripsi yang mendalam dan akurat 

tentang suatu fenomena penelitian. Deskripsi tersebut diperoleh dengan mengubah 

data dari wawancara, dokumen, pengamatan, foto, atau video menjadi teks, yang 

selanjutnya diinterpretasi dan dikelompokkan. Proses ini dikenal dengan istilah 

coding. Coding diperlukan untuk menolong agar peneliti mampu melihat jawaban 

dari pertanyaan penelitiannya dari tumpukan hasil wawancara yangt biasanya jumlah 

katanya sangat banyak.
50

 

Menurut Liaputtong, dalam analisis data kualitatif umumnya digunakan 

langkah coding untuk memahami makna atau pola informasi dari data tersebut. 

Coding adalah proses mengkaji dan menguji data mentah dengan memberikan label 
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berupa kata-kata, frasa, atau kalimat sebagai bentuk interpretasi data. 
51

 Peneliti 

berencana untuk memberikan kode atau label pada setiap data yang diperoleh lokasi 

penelitian. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Praktik Peminjaman Uang  di Desa Karueng Kabupaten Enrekang  

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan dianalisis terutama melalui 

penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam praktik peminjaman uang 

mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori dalam proses praktik peminjaman uang 

di Desa Karueng Kecamatan Enrekang. Sebgaiamana telah dirincikan dalam tabel 1 

mengenai dua kategori tersebut. 

 

Tabel 1 Rangkuman Prakrik Peminjaman Uang 

Kategori Label Deskripsi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

peminjaman 

uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditur  

Adapun pihak pemberi pinjaman uang (kreditur) 

yaitu masyarakat Desa Karueng yang mampu 

memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Adapun tiga pihak yang sebagai 

pemberi pinjaman yaitu Ibu Sumi, Ibu Eka, dan Ibu 

Naraisa. 

 

Debitur  

Pihak yang sebagai peminjam uang (debitur) dalam 

praktik peminjaman uang ini yaitu masyarakat 

Desa Karueng yang terdiri atas sepuluh orang. 

 

Kepercayaan  

Pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan 

kepercayaan kepada pihak debitur yaitu masyarakat 

Desa Karueng bahwa mereka yang meminjam 

kepada mereka pasti mampu melunasi pinjamanya. 

Dalam proses peminjaman ini juga pihak kreditur 

tidak memberikan jaminan apa-apa terhadap pihak 

kreditu merek menggunakan dasar saling percaya 

saja. 

 

Menyepakati 

Setelah kedua pihak melakuakn perjanjian dengan 

syarat-syarat yang di ajukan oleh pihak kreditur, 
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 maka kedua pihak antara pihak peminjam dan 

pemberi pinjaman sepakat dalam perjanjian-

perjanjian yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

pelunasan 

pinjaman 

 

 

 

 

Jangka waktu 

Dalam proses pelunasan pinjaman, pihak kreditur 

memberikan batasan waktu atau jangka waktu 

dalam pelunasan. Setiap pihak kreditur 

memberikan jangka waktu yang berbeda-beda pada 

saat pelunasan pinjaman. Adapun jangka waktu 

yang diberkan itu ada yang sampai 1 tahun adapun 

yang hanya sampai 10 bulan saja dalam pelunasan 

pinjaman. Jangka waktu yang digunakan dalam 

praktik peminjaman ini yaitu jangka waktu pendek. 

 

Resiko  

Dalam praktik peminjaman uang yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Karueng terdapat kerugian 

yang di alami oleh pihak debitur dimana sebagian 

pihak debitur ini merasa rugi dengan adanya 

penambahan dalam peminjaman dan jangka waktu 

pelunasan yang diberikan sangatlah sedikit 

sehingga pihak debitur harus bekerja keras agar 

melunasi peminjamannya dengan tepat waktu. Di 

praktik peminjaman uang ini pihak kreditur tidak 

mengalami kerugian apapun karena walaupun 

pihak debitur lambat membayar pinjamannya, 

pihak kreditur justru memberikan penambahan lagi 

kepada pihak debitur sehinnga ia mengalami 

keuntungan. 

Balas jasa/ 

Imbalan 

 

 

 

Debitur tidak memberikan balasan jasa atau 

imbalan apapun kepada pihak pemberi pinjaman 

(kreditur). Melainkan dalam praktik peminjaman 

ini pihak kreditur mendapatkan keuntungan dari 

penabahan atau kelebihan pinjaman yang ia 

persyaratkan di awal perjanjian (akad) . 

Praktik peminjaman uang yang terjadi di Desa Karueng Kabupaten Enrekang 

sudah berlangsung cukup lama. Dimana mereka meminjam uang kepada masyarakat 

mereka tinggali yang menurut mereka mampu memberikan pinjaman. Dalam 

kegiatan ini terdapat 2 pihak yang terlibat di dalamnya yaitu adanya pihak peminjam 
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(debitur) yang terdiri atas 10 (sepuluh) orang dan pihak pemberi pinjaman (kreditur) 

yang terdiri dari 3 (tiga) orang. 

Kedua pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian mengadakan akad 

perjanjian pinjam meminjam. Dimana pihak debitur mengajukan sejumlah pinjaman 

ke pihak pemberi pinjaman (kreditur). Kemudian pihak kreditur sebelum memberikan 

pinjaman kepada debitur, ia terlebih dahulu memberitahukan bahwa adanya 

penambahan dan batas waktu dalam pelunasan pinjaman. 

Setelah pihak debitur mengetahui syarat yang diberikan oleh pihak kreditur, ia 

sepakat dengan adanya persyaratan tersebut. Kemudian pihak kreditur mencatat 

jumlah uang yang diinginkan pihak debitur di buku catatan mengenai tanggal 

peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman. catatan tersebut 

hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja. Jadi akad yang dilakukan oleh kedua pihak 

tersebut yaitu secara lisan dan dengan adanya catatan (tulisan). 

Sesungguhnya, secara mekanisme proses pinjam meminjam yang 

diberlakukan para kreditur di Desa Karueng yaitu ketika ada seseoarang debitur 

mendatangi kreditur untuk melakukan pinjaman kepada mereka, kemudian pihak 

kreditur melakukan kesepakatan dengan pihak debitur mengenai jumlah pinjaman 

dan adanya syarat tambahan atau kelebihan pinjaman. Jika pihak peminjam (debitur) 

sepakat maka barulah pihak kreditur memberikan jumlah uang yang di inginkan oleh 

pihak debitur. 

Adapun faktor yang membuat pihak peminjam melakukan peminjaman uang 

yaitu dari hasil wawancara dari beberapa informan peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa mereka yang melakukan peminjaman uang di Desa Karueng karena untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membayar biaya sekolah ataupun 

kuliah anaknya, membeli obat, dan lain-lain. 

Dalam peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Karueng ini, pihak 

kreditur memberikan batasan atau jangka waktu dalam pelunasan pinjaman. di mana 

setiap kreditur memberikan jangka waktu pelunasan yang berbeda-beda. seperti yang 

dikatakan oleh pihah kreditur dalam wawancara yaitu sebagai berikut: 

 

no Pertanyaan Informan Transkip 
Wawancara 

Koding Kategorisasi 

1 Apa syarat-syarat 
untuk memperoleh 
pinjaman dari Ibu? 

Ibu Sumi “kalau di tempat 
saya itu syarat yang 
saya berikan kepada 

pihak peminjam 
biasanya adanya 

batasan waktu dan 
penambahan 

pelunasan pinjaman. 
misalnya jika 

seseorang datang 
meminjam uang 

sebesar Rp 
5.000.000, maka ia 
harus membayar Rp 

460.000 perbulan 
dalam jangka satu 
tahun. Dan adapun 

tambahan pelunasan 
pinjaman yang saya 

berikan sebesar 
0,8% atau Rp 
400.000.”

52
 

Syarat 
peminja

man 

Proses 
pelunasan 
pinjaman 

                                                             
52 Sumi (Kreditur), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023 
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Ibu Eka “jika ada yang 
datang ke saya 

meminjam uang 
sebesar Rp 

4.000.000. maka ia 
akan membayar Rp 
400.000 perbulan 
dalam jangka 1 

tahun. Jadi 
tambahannya itu 

sebesar 2% atau Rp 
800.000 ”

53
 

 

Syarat 
peminaj

aman 

Proses 
pelunasan 
pinjaman 

Ibu 
Naraisa 

““jika ada yang 
datang ke saya 

meminjam sebesar 
Rp 1.800.000, maka 
ia akan membayar 

pinjaman sebesar Rp 
250.000 

perbulannya dalam 
jangka 10 bulan. 

Dan adapun 
tambahan pinjaman 
yang saya berikan 

yaitu sebesar 
38,89% atau Rp 
700.000.”

54
 

Syarat 
peminja

man 

Proses 
pelunasan 
pinjaman 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pihak kreditur 

memberikan batasan atau jangka waktu pelunasan pinjaman selama 1 tahun dan ada 

pula yang hanya 10 bulan saja. Akibat dari adanya batasan jangka waktu pelunasan 

ini sebagian masyarakat merasa sulit dalam melunasi pinjamannya. Dikarenakan 

batasa waktu yang diberikan itu sangatlah sedikit/singkat bagi mereka. Walaupun 

merasa sulit untuk melunasinya tapi mereka tetap mengiyakan atau sepakat dengna 

adanya batasan waktu pelunasan yang diberikan karena mereka sangat membutuhkan 

uang pinjaman tersebut. 

                                                             
53 Eka (Kreditur),  Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023 
54 Naraisa (Kreditur), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023 
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Adapun hasil wawncara dari pihak kreditur, bahwa mereka bertiga 

memberikan penambahan yang cukup banyak kepada pihak debitur. Dengan adanya 

penambahan tersebut peneliti dapat melihat bahwa pihak kreditur mendapatkan 

keuntungan dari parktik peminjamn yang dilakukan oleh masyarakt Desa Penja. 

Sedangkan pihak debitur mendapatkan kerugian dari peminjaman yang dilakukan. 

Adapun tabel mengenai batas waktu dan penambahan pelunasan pinjaman yaitu: 

 

Table 3.  Daftar Batas Waktu pengembalian dan Penambahan Pinjama 

 

No 

  

 Pemberi Pinjaman 

 

 

Batas Waktu 

Penambahan 

(%) 

1. Ibu Eka 1 tahun 2% 

2. Ibu Sumi 1 tahun 0,8% 

3. Ibu Naraisa 10 bulan 38,89% 

Dari tabel yang peneliti buat dari hasil wawancara beberapa informal 

menyimpulkan bahwasanya pihak-pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan 

tambahan pelunasan pinjaman yang berbeda-beda dan batasan waktu pelunasan pun 

berbeda pula. Dengan adanya penambahan tersebut peneliti dapat melihat bahwa 

pihak kreditur mendapatkan keuntungan dari parktik peminjamn yang dilakukan oleh 

masyarakt Desa Penja. Sedangkan pihak debitur mendapatkan kerugian dari 

peminjaman yang dilakukan. 

Dan adapun fakta lainnya yaitu peneliti menemukan persoalan mengenai 

penambahan akibat keterlambatan pelunasan pinjaman. Apabila pihak debitur 

terlambat membayar pinjamannya, maka pihak kreditur memberikan penambahan 
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lagi kepada pihak peminjam (debitur) sebanyak Rp 100.000. Seperti yang dikatakan 

oleh salah satu pihak debitur yaitu Ibu Tappe sebagai peminjam uang (debitur). 

 

No Pertanyaan Informan Transkip Wawancara Koding Kategorisasi 

1 
Pernahkah 

dalam 
pelunasan 

pinjaman anda 
mengalami 

keterlambatan? 

Ibu 
Tappe 

“saya pernah terlam at 
membayar pinjaman 

saya sama Ibu Naraisa. 
Kemudian Ibu Naraisa 
memberitahukan saya 

kalau kita lambat bayar 
ada tambahannya lagi 
sebesar Rp 100.000. 
Jadi mau tidak mau 

saya mengiyakan saja 
karena waktu itu saya 

belum punya uang 
untuk membayar 
pinjaman saya.”

55
 

Pelunasan 
pinjaman 

Keterlambat
an 

pembayaran 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak 

pemberi pinjaman (Ibu Naraisa) memberikan penambahan apabila pihak peminjam 

lambat melunasi pinjamannya. Pihak peminjam (debitur) yang mendapatkan 

penambahan tersebut mau tidak mau dia mengiyakan persyaratan yang diberikan 

karena dia pada saat itu belum bisa membayar pinjamannya 

Dari hasil wawancara dari ketiga informan sebagai pihak kreditur, peneliti 

juga mengetahui bahwa praktik peminjaman ini pihak pemberi pinjaman (kreditur) 

tidak memberikan jaminan apapun kepada pihak debitur. Mereka memberikan 

pinjaman kepada masyarakat Desa Karueng atas dasar saling percaya bahwa mereka 

mampu melunasi pinjamannya. 
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Dalam praktik peminjaman uang ini juga tidak ada pemberian imbalan dari 

pihak debitur yang secara sukarela melainkan pihak kreditur mendaptkan keuntungan 

dari hasil praktik peminjamn uang ini. Dimana keuntungan itu ia dapatkan ketika 

pihak peminjam (debitur) mengembalikan pinjamannya. 

no Pertanyaan Informan Transkip Wawancara Koding Kategorisasi 

1 Apa keuntungan 
yang Ibu peroleh 

dari praktik 
peminjaman ini? 

Ibu 
Kadariana 

“saya tidak 
mendapatkan 

keuntungan dari 
peminjan ini 

melainkan saya rugi 
karena adanya 
penambahan 

pelunasan pinjaman. 
malahan pihak 

pemberi pinjaman 
yang untung.”

56
 

Imbalan/ 
balas 
jasa 

Keuntungaan 

 

Jadi peneliti dapat menyimpulkan dari kegiatan praktik peminjaman uang 

yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karueng Kabupaten Enrekang itu suatu 

kegiatan yang yang telah berlangsung sudah cukup lama. Yang mana alasan mereka 

melakukan peminjaman ini dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak 

mereka ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktik 

peminjamn uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng ternyata oihak 

kreditur memberikan syarat penambahan pada saat pelunasan pinjaman dan 

memberikan batasan waktu pelunasan pinjaman. Dari ketiga pihak kreditur ini, 

memberikan syarat penambahan dan jangka waktu pelunasan yang berbeda-beda. 

Dan Adapun pihak kreditur memberikan penambahan lagi apabila ada pihak debitur 

lambat melunasi pinjamannya. 
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B. Analisis Al-Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng 

Kabupaten Enrekang  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan dan juga pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti dengan berdasarkan kategori dan label mengungkapkan 

bahwasannya dalam prakti peminjaman uang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Karueng Kabupaten Enrekang haruslah sesuai dengan rukun dan syarat Qardh. 

sebagaimana telah dirincikan dalan tabel 2 mengenai beberaapa kategori mengenai 

akad Qardh dalam parktik peminjaman uang yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Al-Qardh Dalam Praktik Peminjaman Uang 

Kategori Label Deskripsi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peminjaman(Qardh) 

 

 

 

 

 

Qardh 

Peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat 

Karueng yaitu peminjaman uang. 

Peminjaman ialah memberikan sesuatu 

kepada seseorang dengan perjanjian dia akan 

membayar pinjamannya sama dengan jumlah 

pinjaman. 

 

 

 

Rukun dan 

syarat Qardh 

 

Adanya dua orang yang berakad (aqidain) 

yaitu pihak debitur (muqtaridh) tidak lain 

adalah masyarakat Desa Karueng yang 

terdiri  sepuluh orang. Dan pihak kreditur 

(muqridh) yaitu tiga masyarakat Desa 

Karueng yang mampu memberikan pinjaman 

kepada masyarakat 

Dan kedua pihak yang berakad yaitu pihak 

muqridh dan muqtaridh telah baliq, berakal 

dan telah cakap bertindak hukum dalam 

transaksi pinjam-meminjam ini. 

Mauqud alaih (harta yang dipinjamkan) 

yaitu berupa uang dimana memiliki sifat dan 

kadarnya yang jelas. 

Adanya ijab dan kabul (shigat) yang 

menyatakan jika kedua belah pihak saling 

sepakat melakukan transaksi pinjam 
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meminjam. Kedua belah menyatakan dengan 

ucapan atas kemauan dan kerelaannya 

melakukan transaksi pinjam meminjam uang 

Tambahan 

dalam 

pengembalian 

pinjamana 

(qardh) 

Dalam praktik peminjaman uang yang 

dilakuakan oleh masyarakat Desa Karueng 

terdapat tambahan pada saat pelunasan.  

 

Penundaan 

Pembayaran 

 

 

Salah satu pihak peminjam (debitur) pernah 

melakukan keterlambatan dalam membayar 

utang yang mana dikarenakan ia belum 

mampu membayar pinjamannya tersebut hal 

hasil dia diberikan penambahan lagi sebesar 

Rp 100.000 kepada kreditur. 

 

Dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya tantangan dalam 

memenuhi kehidupan, terkadang terjadi ketidaksesuaian antara norma atau perilaku 

manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi juga mempengaruhi praktik muamalah 

(transaksi ekonomi) dan dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah baru. 

Contohnya, dalam masyarakat Desa Karueng, terdapat praktik peminjaman uang 

yang dapat mengalami perubahan seiring waktu dan membawa dampak tertentu. 

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara secara lisan 

maupun observasi, dapat diktehaui bahwa masyarakat Desa Karueng Kabupaten 

Enrekang, apabila dalam keadaan sulit atau mendesak untuk mendapatkan uang, 

maka hal yang mereka lakukan tidak lain yaitu melakukan peminjaman uang kepada 

pihak pemberi pinjaman tidak lain yaitu masyarakat di desa mereka tingali. Dimana 

mereka mengunjungi rumah pihak yang menurut mereka mampu memberikan mereka 

pinjaman. Tindakan ini menjadi pilihan utama karena tidak ada alternatif lain yang 

dapat memberikan solusi cepat dalam mendapatkan uang. Dalam kondisi tersebut, 
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masyarakat Desa Karueng mengandalkan bantuan dari pemberi pinjaman (kreditur) 

ketika mereka memerlukan uang dengan segera. 

Peminjaman (Qardh) dalam Islam adalah bentuk akad tabarru yang dilakukan 

dengan tujuan untuk kebijakan dan saling tolong menolong, bukan semata-mata 

untuk keuntungan komersial. Agama Islam mengajarkan pentingnya saling 

membantu dan tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong 

menolong telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS: Al-Maidah ayat 2: 

ى ييَثَعَاوَنُيْا
َ
بِد ِ  عَل

ْ
ا وَالجَّلْيٰى   ال

َ
ى ثَعَاوَنُيْا وَل

َ
اِخْمِ  عَل

ْ
عُدْوَانِ  ال

ْ
 شَدِيْدُ  الٰلَّ  اِنَّ    الٰلَّ  وَاثَّلُيا   وَال

عِلَابِ 
ْ
  ٢ ال

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-nya.

57
 

Dalam ayat di atas, Allah menegaskan larangan bagi manusia untuk 

memberikan pertolongan pada perbuatan dosa dan pelanggaran, dengan ancaman 

siksaan yang ditetapkan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman tersebut 

seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan bagi umat Islam untuk tidak 

memberikan bantuan pada tindakan yang melanggar norma agama dan etika, serta 

untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pertolongan kepada sesama manusia. 

Dari hasil penelitian peneliti, bahwa praktik peminjaman uang  dilakukan oleh 

masyarakat Desa Karueng dimana pihak pemberi pinjaman yang awalnya ingin 

membantu masyarakat yang datang kepada mereka untuk meminta pertolongan agar 
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kiranya memberikan pinjaman. Ternyata pihak-pihak yang memberikan pinjaman ini 

memnfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang mana hasil 

wawancara dari Ibu Sumi selaku pemberi pinjaman berkata. 

 
“saya mem eri pinjaman kepada mereka yang sangat mem utuhkan uang 
pada saat itu. Saya sudah lama menjadi pihak peminjam . alasan saya 
memberikan pinjaman kepada mereka karena saya hanya ingin membantu 
mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu”

58
 

Dari hasil wawancara sebelumnya juga dari pihak pemberi pinjaman yaitu Ibu 

Eka dan Ibu Naraisa mereka bertiga ini sama-sama memberikan alasan bahwa tujuan 

mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat yang meminjam karena ingin 

menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka saat itu baik kebutuhan yang 

mendesak ataupun tidak. 

Hukum qardh dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses 

akadnya. Kadang-kadang hukumnya boleh, kadang-kadang wajib, bisa juga makruh, 

atau bahkan haram. Jika orang yang berutang memang dalam keadaan membutuhkan 

mendesak, sementara orang yang memberikan utang adalah orang yang kaya, maka 

orang kaya tersebut wajib memberikan utang. Namun, jika pemberi utang mengetahui 

bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk melakukan tindakan maksiat 

atau perbuatan yang makruh, maka memberi utang akan dianggap makruh atau 

bahkan haram sesuai dengan kondisinya. 

Seseorang boleh berutang jika dia mampu melunasinya, misalnya jika dia 

memiliki harta yang cukup dan berniat untuk menggunakan harta tersebut untuk 

membayar utangnya. Namun, jika orang tersebut tidak memiliki kemampuan dan niat 

untuk melunasi utangnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk berutang. 

                                                             
58

 Sumi (kreditur), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023 



56 

 

 

Hal ini biasa dikatakan sebagai transaksi peminjaman (Qardh) sebab secara 

praktik dari kebanyakan masyarakat menggunakan kata-kata, “saya mau meminjam 

uang..” kepada Ibu. Jika transaksi tersebut termasuk  pinjaman (Qardh), maka perlu 

diketahui terlebih dahulu mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dari 

pinjam meminjam (Qardh). Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam (Qardh) 

yaitu: 

1. Aqidain, 2 (dua) orang yang berakad yaitu, pihak yang memberikan pinjaman  

(Muqridh) Adapun  pihak yang berutang (Muqtaridh) yaitu beberapa 

masyarakat di Desa Penja. Adapun syarat dari kedua pihak tersebut telah  

Baliqh, berakal cerdas dan cakap bertindak hukum. 

2. Ma‟uqud Alaih (Harta yang dipinjamkan) 

a) Pendapat Ulama Hanafiyah, Harta yang diutangkan merupakan mal 

misliyat  yaitu :harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat 

ditim angkan  mauzunat , harta yang dapat diukur  zari‟yat , harta yang 

dapat dihitung (addiyat).  

b) Pendapat Ulama Malikiyah, Syafiyah Dan Hanabilah, setiap harta 

dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, dan 

addiyat. 

c) Penyerahan (Al –Qabadh). Akad utang piutang tidak sempurna kecuali 

adanya serah  terima,  karena di akad qardh ada tabarru‟.  kad ta arru‟ 

tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima . 

d) Al-Qardh tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh. 

e)  Muqtarid bertanggung jawab dalam mengembalikan utangnya dengan 

harga dan jumlah yang sama. 



57 

 

 

f) Dalam Islam barang itu berupa harta dan boleh dimanfaatkan. 

g) Harta yang dipinjamkan harus jelas sifat dan kadarnya. 

h) Pinjam-meminjam dilakukan secara mutlak atau dengan batas waktu. 

3. Shigat (Ijab dan Kabul) 

Pinjaman (Qardh) dikatakan sah dengan adanya ijab dan kabul yang berupa 

lafal utang piutang, hal tersebut juga berlaku di Masyarakat di Desa Karueng. 

Masyarakat yang  erutang akan  erkata, “saya ingin  erutang atau saya ingin 

meminjam uang,_” kemudian pihak pem eri pinjaman pun mengiyakan “saya 

meberikan kamu pinjaman”, “aku mengutangimu” dan akad terse ut disetujui. 

Jadi, dari rukun dan syarat peminjaman (qardh) di atas, peneliti dapat 

menganalisis berdasarkan hasil penelitiannya yaitu: 

1) Dari rukun qardh telah sesuai ada pihak peminjam (muqridh) dan pihak 

pemberi pinjaman (muqtaridh). Dari kedua pihak tersebut telah  Baliqh, 

berakal cerdas dan cakap bertindak hukum. 

2) Rukun kedua dan syarat pada akad Qardh tidak sesuai dengan hukum Islam 

karena dalam Islam, jika harta yang dipinjamkan disyaratkan untuk 

menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang memberikan 

pinjaman, hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam akad Qardh, tidak 

diperkenankan adanya keuntungan atau tambahan bagi pihak yang 

memberikan pinjaman. Jika dalam transaksi pinjam-meminjam (Qardh) yang 

digunakan oleh masyarakat terdapat tambahan pembayaran, maka tambahan 

tersebut dianggap haram karena utang piutang haruslah merupakan akad yang 

murni dan tanpa imbalan apa pun sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena 
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itu, pihak pemberi pinjaman (kreditur), yaitu masyarakat Desa Karueng, tidak 

diperbolehkan mengharapkan imbalan apapun dalam transaksi tersebut. 

3) Syarat dan  rukun dalam  ijab dan  kabul ini sudah sesuai menurut akad 

Qardh. 

 Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa, dalam kegiatan praktik pinjam 

meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Karueng terdapat Penambahan yang 

dipersyaratkan atau diperjanjikan. Dalam penambahan  yang dipersyaratkan ini, 

dilarang berdasarkan ulama begitu juga manfaat yang dipersyaratkan. Seperti yang 

dikatakan pihak pemberi utang dari hasil wawancara peneliti yaitu: 

 
“saya akan mem erimu utang tapi dengan syarat ada tam ahan pembayaran 
atau  unganya”. 

 

Dari hasil wawancara peneliti juga mengetahui bahwa dalam praktik utang 

piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng pihak yang pemberi pinjaman 

(muqridh) memberikan persyaratan tambahan/kelebihan dalam pelunasan pinjaman. 

Dan tidak hanya itu pihak yang meminjam juga mendapatkan penambahan jika pihak 

peminjam lambat melunasi atau membayar utangnya. 

Demikian  itu termasuk tipu daya untuk riba. Allah telah mengharamkan riba 

yang mana telah dijelaskan pada Q.S Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

 

بٰيا    مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
 الٰلُّ ال

َّ
حَل

َ
 وَا

 
Terjemahanya: 

 
Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

59
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Larangan riba juga dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Ali –Imran/ 3: 

130 yang berbunyi: 

 

مْ ثُفْلِحُيْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
اثَّلُيا الٰلَّ ل ضٰعَفَةً  وَّ ضْعَافًا مُّ

َ
بٰيٓٗا ا يا الر ِ

ُ
ل
ُ
ك

ْ
ا ثَأ

َ
مَنُيْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
  ١٣٠نَ  يٰٓا
 

Terjemahanya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu 
beruntung. 

 Walaupun aturan Islam telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa di 

dalam ajaran agama Islam utang piutang atau pinjam-meminjam tidak diperkenankan 

adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya. Dan hal semacam itu 

masih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Adanya praktik pinjam meminjam  

menggunakan tambahan pembayaran melebih jumlah pokok peminjaman, hal 

tersebut tidak diperbolehkan. Jika penambahan diberikan tanpa syarat atau 

diperjanjikan, maka yang demikian ini dibolehkan oleh Allah.   

Pengembalian barang pinjaman diwajibkan seimbang  kadarnya. Oleh karena 

itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis barang yang dipinjamkan. 

Tujuannya adalah agar keseimbangan dari pihak bisa benar-benar tercapai. Oleh 

karena itu, pengembalian barang atau uang yang dipinjam harus dengan jumlah yang 

sama, dengan atau tanpa kemungkinan riba. Itu adalah hukum dsarnya. Namaun 

demikian, kelebihan jumlah dan jenis, asalkan tidak disyaratkan masi diperbolehkan. 

Pelunasan pinjaman wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah 

pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang 

diterima. Dan tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari 

jumlah yang diterima, maka pemgembaliannyapun dilarang memberikan 
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penambahan. Tetapi kalau yang berutang atas kemaunya sendiri untuk melebihkan 

jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. 

Adapun beberapa pendapat dikalangan para mazhab mengenai boleh atau 

tidak menerima manfaat dari akad utang piutang, yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak 

dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan 

di masyarakat) maka huk umnya boleh. 

2) Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, 

penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. 

Sedangkan dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak 

dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di 

masyarakat, hukumnya haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan 

dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. 

3) Menurut Mazha  Syafi‟i: penam ahan pelunasan utang yang 

diperjanjikan oleh muqtarid, maka pihak yang mengutang makruh 

menerimanya. 

4) Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Al-Maribary menyebutkan bahwa 

boleh bagi muqtarid menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya 

oleh muqtarid tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan 

ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari 

yang diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah 

disunnahkann bagi muqrid sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Yang 
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 er unyi: “ sesungguhnya yang paling  aik diantara kalian adalah yang 

paling  agus dalam mem ayar utangnya”.
60

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik peminjaman uang yang dilakukan 

oleh Masyarakat di Desa Karueng sebagian mereka merasa tidak dirugikan dengan 

sistem pembayaran utang disertai penambahan pembayaran pada saat pelunasan. Tapi 

sebagian masyarakat bahkan merasa terbebani atas penambahan pembayaran 

pelunasan tersebut karena merasa penambahannya itu sangatlah banyak. Walauapun 

demikian, mau tidak mau mereka harus tetap dengan terpaksa mengiyakan 

persyaratan penambahan itu karena mereka sangat memerlukan pinjaman tersebut.  

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik peminjaman uang 

yang dilakukan oleh masyrakat Desa Karueng Kabupaten Enrekang tidak sesuai 

dengan ajaran syariat Islam apalagi dalam konsep Qardh. Dimana pihak pemberi 

pinjaman (kreditur) yang awalnya bertujuan ingin membantu masyarakat yang 

membutuhkan bantuannya ternyata memanfaatkan kegiatan praktik peminjaman uang 

itu untuk mendapatkan keuntungan. Yang mana dapat kita lihat dari hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada informan-informan, bahwa dalam praktik 

peminjaman uang ini pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan syarat adanya 

penambahan atau kelebihan pada saat pelunasan pinjaman dan juga adanya 

penambahan jika seorang peminjam (debitur) lambat melunasi pinjamannya. 

 Penambahan yang dipersyaratkan diawal atau diperjanjikan, tidak 

diperbolehkan dalam akad Qardh. Adanya penambahan dalam peminjaman uang ini 
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merupakan tipu daya untuk melakukan riba. Jenis riba yang termasuk dalam transaksi 

ini yaitu Riba Jahiliyah. Adapun Riba Jahiliyah  yaitu bentuk riba yang muncul 

akibat keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu pengembalian 

yang telah disepakati. Jika peminjam tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, ia 

akan membayar tambahan jumlah di atas pokok pinjaman sebagai akibatnya. Dimana 

dalam praktik peminjamn ini ada seoramg kreditur yang menerapkan hal demikina  

ketika pihak pemberi pinjaman memberikan penambahan lagi karena pihak peminjam 

(debitur) lambat melunasi pinjamannya. Seperti yang kita ketahui, semua bentuk 

perbuatan yang mengandung unsur riba telah diharamkan oleh Allah Swt karena 

perbuatan riba dapat menyebabkan penindasan terhadap orang lain dan menimbulkan 

ketidakadilan yang merugikan orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

diambil beberapa simpulan mengenai praktik peminjaman uang pada masyarakat 

Desa Karueng, Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:  

1. Praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng 

merupakan suatu kegiatan bermuamalah yang mana telah berlansung cukup 

lama. Adapun proses peminjaman yang dilakukan yaitu dengan mendatangi 

pihak kredit dimana nnatinya mereka akan melakukan perjanjian (akad). Dan 

adapun proses pengembalian pinjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Karueng yaitu dimana pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan 

syarat dengan adanya batas dan penambahan pengembalian pinjaman. 

Dimana setiap kreditur menetapkan batasan dan penabahan pelunasan 

pinjaman yang berbeda-beda. Dan adapun pihak pemberi pinjaman 

(kreditur) yang masih memberikan tambahan kepada pihak peminjam 

(debitur) apabila ia lambat dalam melunasi pinjamannya . 

2. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam konsep peminjaman (Qardh), 

pada transaksi ini dari rukun Qardh sudah memenuhi ketentuan hukum 

Islam yang berlaku. Mulai dari aqid  yaitu pihak kreditur (muqridh) dan 

pihak debitur (muqtaridh) yang mana keduanya telah berakal,baliq dan 

cakap dalam bertindak hukum. Mauqud alaih (barang yang dipinjamkan) 

yaitu uang. dan sihgat adanya ijab dan kabul di antara keduanya. Namun 
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dalam syarat kedua dalam akad Qardh yaitu harta yang diutangkan tidak 

mendatangkan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman (kreditur) itu tidak 

sesuai. Dimana dalam kegiatan praktik peminjaman ini bukan atas dasar 

tolong menolong melainkan si pemberi pinjaman (kreditur) ingin 

mendapatkan keuntungan dari praktik peminjaman ini, dengan cara 

melebihkan pembayaran pinjaman yang cukup besar sehingga 

mengakibatkan si peminjam terzalimi. Hal ini sudah jelas mengandung 

unsur riba yaitu riba Jahiliyah.  

B. Saran 

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran 

untuk menjadi bahan pertimbagan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk pihak pemberi pinjaman (kreditur) yaitu masyarakat Desa Karueng agar 

kiranya transaksi pinjam-meminjam yang diniatkan untuk membantu 

Mayarakat Desa Karueng yang memerlukan bantuan pinjaman tidak 

menjadikan transaksi yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan merugikan 

orang lain, sehingga dalam praktik utang piutang tersebut ada unsur riba 

didalamnya yang diharamkan oleh Islam karena hanya mengejar keuntungan 

semata. 

2. Untuk masyarakat Desa Karueng Kabupaten Enrekang khususnya pihak yang 

pernah melakukan praktik peminjaman uang bahwa, dalam bermuamalah 

hendaklah selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dianjurkan dalam 

Islam agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang atau bertentangan 

dengan agama Islam. 
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